BUPATI SIAK 


PROVINSI RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 3 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SIAK, 


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4880); 


4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 988); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 


14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 


22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
108); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 


32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 
Seri A); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 12 Seri A); 

35. Peraturan Bupati Siak Nomor 39 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 39); 


Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

Dan 

BUPATI SIAK 
MEMUTUSKAN : 


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERT AN GGUN G J AWAB AN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 


Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. neraca; 

d. laporan Operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 


(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal2 


Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun 
anggaran 2015 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 1.839.092.346.653,18 

b. Belanja Rp. 2.690.439.086.559.13 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (851.346.739.905,95) 

c. Pembiayaan 


Penerimaan 

Pengeluaran 


Rp. 911.509.385.615,38 
Rp _ 0,00 

Rp. 911.509.385.615,38 


Selisih lebih/(kurang) 




Pasal 3 


Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp.302.262.014.974,82 dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.2.141.354.361.628,00 

(2) Realisasi Rp. 1.839.092.346.653.18 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 302.262.014.974,82 


b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 233.376.752.312,25 
dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.923.815.838.871,38 

(2) Realisasi Rp. 2.690.439.086.559.13 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 233.376.752.312,25 


c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp.68.885.262.662,57 dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Surplus/defisit setelah perubahan Rp (782.461.477.243,38) 

(2) Realisasi Rp. (851.346.739.905,951 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 68.885.262.662,57 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp.(1.047.908.372,00) dengan rincian sebagai berikut: 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 910.461.477.243,38 

setelah perubahan 

(2) Realisasi Rp. 911.509.385.615.38 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.047.908.372,00) 


e. selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 


(1) 

Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 

Rp. 

0,00 

(2) 

Realisasi 

Rp. 

0,00 

Selisih lebih / (kurang) 

Rp. 

0,00 

f. selisih anggaran dengan realisasi 

pembiayaan netto sejumlah 

Rp.( 1.047.908.372,00) dengan rincian sebagai berikut : 


(1) 

Anggaran pembiayaan netto 
setelah perubahan 

Rp. 

910.461.477.243,38 

(2) 

Realisasi 

Rp. 911.509.385.615,38 


Selisih lebih / (kurang) 

Rp. 

(1.047.908.372,00) 


Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut : 

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal 

b. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 


Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2015 
sebagai berikut: 


a. 

Jumlah aset 

Rp. 7.025.020.555.098,92 

b. 

Jumlah kewajiban 

Rp. 149.489.987.821,20 

c. 

Jumlah ekuitas 

Rp. 6.875.530.567.277,72 


Rp. 910.461.477.243,38 
Rp. 60.162.645.709.43 

Rp. 60.162.645.709,43 









Ctf X3 


Pasal6 


Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 
Desember 2015 sebagai berikut : 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.604.454.417.252,89 

Jumlah Beban Rp. 2.535.443.796.661,00 


c. 

Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Rp. 

(930.989.379.408,11) 

d. 

Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan 

Non Operasional 

Rp. 

(1.084.288.201,27) 

d. 

Jumlah Pos Luar Biasa 

Rp 

0,00 

e. 

Surplus/Defisit LO 

Rp 

(932.073.667.609,38) 


Pasal 7 


Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang 

1 1 1 * ' _O 1 T^\ — _ „ 4-^. O 1 C n /Yn i Kqi"i 1 1 f • 


a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015 

b. Arus kas dari aktivitas operasi 

c. Arus kas dari aktivitas investasi 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015 


Rp. 

908.768.725.013,98 

Rp. 

51.253.465.324,68 

Rp. 

(904.741.514.340,63) 

Rp. 

1.047.908.372,00 

Rp. 

1.865.695.001,00 

Rp. 

62.341.386.213,43 


Pasal 8 


Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f 
sebagai berikut: 


a. Jumlah Ekuitas Awal 

b. Surplus/Defisit LO 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 
Kesalahan Mendasar 

d. Jumlah Ekuitas Akhir 


Rp. 11.854.951.696.215,70 
Rp. (932.073.667.609,38) 
Rp. (4.047.347.461.328,60) 

Rp 6.875.530.567.277,72 


Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g 
Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 


Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan 
Daerah ini terdiri dari: 


a. Lampiran I 
Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 
Lampiran 1.6 


Laporan Realisasi Anggaran. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah dan Organisasi. 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan. 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan. 

Daftar Piutang Daerah. 




Lampiran 1.7 : 

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah. 


Lampiran 1.8 

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah. 


Lampiran 1.9 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya. 


Lampiran 1.10 

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai 
Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya (DPA-L). 


Lampiran 1.11 

Daftar Dana Cadangan. 


Lampiran 1.12 

Daftar Pinjaman Daerah. 

b. 

Lampiran II 

Neraca. 

c. 

Lampiran III 

Laporan Arus Kas. 

d. 

Lampiran IV 

Laporan Qperasional 

e. 

Lampiran V 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Labih. 

f. 

Lampiran VI 

Laporan Perubahan Ekuitas 

g- 

Lampiran VII 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

h. 

Lampiran VIII 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara. 


Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 22 September 2016 

BUPATI SIAK, 



SYAMSUAR 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 22 September 2016 



SEKRETARIS 


Drs. H 


H KABUPATEN SIAK, 


AMZAH 


PembinzTyiama Madya 
NIP. L9600125 198903 1 004 


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 3 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07.56.A/2016 




